
BUPATI PATI
PERATURAN BUPA.Ti PATI

NOMOR 
'9 

TAHUN 2011

TENTANG

TAM BAF{AN PE NG HAS| LA}I 8AG I PEGAWAI I'IEGE R.I SlP I L

PEMERINTAH KABU PATEN PATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPAT} PAT|,

*S**ix***g : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasai 63 ayat (2t Peraturan

Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah dan Pasal 39 Peraturan Mentei'i Dalam Negeri Nomoi' i 3

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, untuk

mendorong kinerja pegawai agaf dalam melaksanakan tugas-

tugasnya dapat herjalan dengan baik, pedu diberikan oenghargaan

meialui peningkatan kesejahteraan pegawai;

b. bahwa berdasarkan hasil kajian sistern dan penghitungan tarnbahan

penghasilan Pegawai, pemberian tambahan penghasilan bagi

Pegawai NOgeri $ipii dapat diberikan berdasarkan beban kerja dan

tempat bertugas;

c. bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Pati Nomor 48lKepl2$08 tentang Persetujuan Pemberian

Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipii di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Pati;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirnaksud dalam

huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati

tentang Tarnbahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil

Pemerintah Kabupaten Pati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

flBmbaran Negara Repubiik indonesia Tahun 2003 Nornor 47,

Tarnbahan Lembaran F'legap Republik lndonesia Nomor 4286);

3, Ur*dang-Undang Ncmor 1 Tahun 2AO4 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2A04 Nomor 5,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor a355);



4.

o,

7.

8.

undang-undang Nonnor ,{ 0 Tahun 2ga4 tentang pembentukan

P-era(uran Perundang-undangan (Lernbaran Nggara Republik

lndonesia Tahun 2004 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndcnesia Nomsr 438-9);

undang-undang Nomor 32 Tahun zaa| tentang pemer"intahan

Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tal'run 2oa4 Nomor

125, Tambahan Lernbaran Negara Republik lndonegia Nomor 4437)

sebagaimana telah beberapa kali diubah ter"akhir dengan undang-

undang Nornor 12 Tahun 2008 tentang pgrubqhan Kedua Atas

Undang-undang Nornor 32 Tahun 2004 pennerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 200a, Nornor 59,

Tambahan Lenrbaran Negara ReFublik lndonesia Ncmor 4S4a);

undang-undang Nomor 33 Tahun zoo4 tentang Perimbangen

Keuangan Antara Pemerintah Pugat dan pemerintahan Daerah

{Lembaran Negara Republik indonesia Tahun zao4 Nprnor 126,

Tambahan Lembaran Negqra Republik ln onesia Nornor 443S);

Peraturan Penrerintah Nsmsr 24 Tahun 2006 tentang standar

Akuntansi . Pemerintahan (Lembaran Neg*a Repubrik tndonesia

Tahun 2005 Nornor 49, Tambahan 'Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor 4503);

Peraturan Pemerihtah Nonrar 58 Tahun 20gs tentang pengeloiaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005

Nomor 140, Tambahan Lembar"an Neg/ar.a Republifi lndonesia Nomor

a578);

Feraituran Pennerintah Nornor 38 Tahun z*a7 tentang pembagian

urusan Pemerintahan Antara Pernerintah, Pemgrintahan Daerah

Provinsi dan Pemerjntahan Daerah Kebupaten/Kota .{Lembaran

Negara Republik lndonesia Tahun 2O07 Nomsr gZ, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4737);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagairnana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor ?1 Tahun 2011 tefrtang Perubqhan Kedua Atas peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 200G tentang pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;

10.



11. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nornpr 23 Tahun 2aa7 ientanE

Pokok-pokok Pengelc{aan Keupngan Daerah {Lembaran Daerah

Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Pati Noresr 22);

MEMUTUSK.AN ;

|u{***tapken : PERATURAN BUPAT} TENTANG TAMBA"HAN PENGHASILAN BAGI

PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN PATL

Pasal 1

Dalam Peraturan tsupati yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Pati;

2, Pegawai Negeri Sipil adalah setiap warga negara Republik lndonesia

yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat

yang benntenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negcri, atau

diserahi tugns Negara lainnya, dan digaii berdasarkan peraturan

perundang-u ndangan yang herlaku;

3. Tanrbahan Pengahasilan adalah tambahan penghasilan yang

diberikan kgpada Pegawai Negeri Sipil untuk mendorong klnerja agar

cialam meiaksanakan tugastugasnya dapat berjalan dengan baik;

Pasal 2

(1) Tambahan penghasilan diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil

untuk mendorong kinerja pegawai agar dalam melaksanaka.n tugas-

tugasnya dapat beryalan dengan bsik berdasarkan beban kerla

dan/atau tempat bertugas.

i2) Untuk menilai beban kerja Pegavrai Negeri Sipil sebagaimqna

dimaksud ayat {1} digunakan lndeks Pegawai sebagaimana tersebut

dalam Larnpiran I yang rnerupakan bagian tak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

{3) lndeks Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) a.daiah angka

yang menunjukkan besar kecifnya tanggungjawab dan b'eban kerja

masing-niasing Pegawair'Pejabat dan diklasifikasikan menurut

Eselonisasi.

i4) Tambahan penghasilan berdasarken beban kerja sebagaimana

dimaksud pada ayat {1) diberikan 1 {satu) kdli dalam 1 {satu) tahun

a.nggaran.



t5) Besarnya tarnbahan penghasilan berdasarkan beban kerja

sebagaimana dimaksud pada ayat (1i diietapkan sebagai berikut :

a. Eselon ll a

b. Eseton ll b

c. Eselon lll a

d" Eselon lll b

e. Esalcn IV a

f. Eselon lV b

g, Fungsional

h. Staf

Rp. 2.500.000,00

Rp.2.000.000,00

Rp. 1.500.000,00

Rp. 1.2Q0.000,00

Rp" 900.O00,00

Rp. 600.000,0Q

Rp. 450,000,00

Rp. 450.000,00

Pasal 3

i1) selain tambahan penghasitan sebagaimana dimaksud dalar4 pasar

2 ayat (5i Pegawai Negeri Sipil yang berprofesi sebagai guru yang

beriugas di wilayah yang suiit dijanEkau jugd diberikan tambahan

penghasilan *erdasarkan tempat iugas di wilayalr yang sulit

dijangkau.

QI untuk menilai wilayah yang sulit dijangkau sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) digunakan skoi'peni'laian sebagaimana tersebut dalArn

Lampiran ll yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini.

t3) Jurnlah Pegawai Negeri sipil sebagaimana dirnaksud dalam ayat (2)

sesuai jumlah pasti Pegawai Negeri Sipil yang ada dr tempat kerja

yang bersangkutan dan ditetapkan dengpn Keputusan Kepala Dinas

Pendidikan Kabupaten Pati;

i4i skor penilalan seb*gainnana dimaksud pada ayat i2) adalah angka

yang meaunjukkan tingkat kesulitan untuk dijangkau yang

didasarkarl pacia jarak tempat bertugas dengan kota Kecamatan,

k*ersediaan alat transpoi-tasi dan kondisi geografis"

(5) Tambahah penghasilan berdasarkan tempat beriugas sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 ayat {1}, diberikan setiap bulan sebesar

Rp. 125.d00,00 (seratus dua puluh iima r.ibu rupiah).



Pasal 4

{1} Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak

diberikan kepada Pegawai Negeri Sipll yang:

a- menjadi Kepala Desa, $ekfetaris Desa atau Peiangkat Desa

lainnya;

b. berprofesi sebagai Gur"u;

c. menjatani Cuti qi bar tanggungan Negara kecuall Cuti diluar

ianggungan negara yang digunakan untuk Cuti Bersalin;

d. menialankan tugas belajar;

e. berstatus Oebagai tenaga titipan di luar instansi Pemerintah

Kabupaten Pati;

f . sedang menialani salah satu hukuman disiplin berat;

g sedang mengalukan keberatanlbanding terhadap putusan

hukuman disiplin berat;

h. menjalani bebas tugas;

i. tidak hadir tanpa alasan yang sah/mangkir kerja lebih dari 30 (tiga

puiuhi haridalam 1 (satu) tahun berjalan;

j beker"la pada SKPDlUnit Ker"ja yang melaksanakan system

manajemen Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

Daerah (BLUD) dan telah rnenerapkan pengaturan remunerasi

tersendiri

(2) Keteniuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir g, apabila

dikemudian hari tidak -terbukti ber,satah diberlakukan kembali pada

pemberian tambahan penghasilan pqriode berikutnya.

Pasal 5

Pada saat Feraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati pati

Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasitan Bagi Pegawai

Negeri sipil Pemerintah Kabupaten Pati sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas

Peraturan Bupati Pati Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tambahan

Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipii Pemerintah Kabupaten Pati

djc*but dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 6

Peraturan Bupati ini muiaj berlaku pada tanggaidiundangkan.

Agar set!ap orang meng,etahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam tserita Daerah

Kabupaten Pati.
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LAMPIFSN I : PERATURAN BUPATI FATI NOMOR}9.
TAHUN 2A11 TENIANG TAMBAHAN
nrttrrcrxdllASilAN BAGI PEGAWAI NEGERI
$IPIL PEMERINTAH KABUPATEN PATI.

II"]*=K$ PEGAWAI BERDASARKAN TANGGUNGJAWAB DAN BEBAN KERJA

BU DN TI, 
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INDEKS PEJABAT I

PEGAWAI

1 lselort l.l a 14

r'
z_ {selon ii b 11

J fselon lll a I
4 fselon lll b 7

5 Eselon iV a 5

s Eselon lV b a

7 Fungbronal 2

I $taff 2



LAirJ!F|RA,N 1l : PERATURAN BUPATI PATI NOMORS?.
TAHUN 2l',11 TENTANG TAMBAHAIT'PENGHASTLAN BAG! PEGAWAT
NEGERI SIPIL PEMERINTAH
KAtsUPATEN PATI.

SKOR PENILAIAN PEGAWAI BERDASARX,qiI TEMPAT BERTUGAS

NN t{=*AMATAN NAMA SD Jumlah

PNS

SKOR IOTAL

SKORJarak Transportasi Geoorafis
j

I

3*k*M*

Margorejo

1. Getur

2. Tornpegunung

3. Sumbersoko 0'l

4. Sumbereuko 02
5. Pakem 01

6. Pakem 02

7. Ploso Kerep

8. Kuwawur 01

9, Kuwawur 02

10. Salangamer
11. Bantengurip
12. Porangparing

13. Godongan

14. Galiran

15, Jongso

1. Sukobubuk 01

2. Jenggolo

J

I
2

I
?

4

J

I
I
4
.)
L

L̂

,
L

2

3

2

.{

3

2

?

a
L

2

3
4L

2

z
I

2
2
rJ

3

2

2

Gernbong

P*ea.*wangi

Eala*gan

farlr*akrorno

1. Joiong 01

2. Jolong 02

3, Bermi03

4. Plukaran 02

5. Klakahkasihan 01

6. Kiakahftasihan 02

1. Kletek

2. Lumbungmas 02
3. Sitimuiyc 0i
4. Sitimulyo 02

5. Terteg

6. Vlateshaji

1. Sukoagung

2. Tlogomojo

3, Tomnomulyo 01

4. Tornpomulyo 02

1. Pakis

2, Maitan 01

3. lvlaitan 02

4. Maitan 03

5. Wukirsari02
6. Larangan

1. Cabak 03

2. Ktumpit

Tl*gcwungu

J. i-



t1

Jal**

Marga,voso

G:;**ngwungkai

:J {ay**

5. Suwatu

6. Cabak 02

7, Cabak 01

8. Taiungsari f2
L TajungSari 01

1. Karangrowo

2. Kedungmuiyo

3. f.Jgasiorejo

1. Ronggo 01

2, Ronggo 03

3 !ftJungwurig

1. Soneyan 02

2. Soneyan 03

3, Tegaiarurn

4. Soneyan 01

1. Jrahi 01

?. Jrahi 03

3. Gulangpongge 01

4. Gulqngpongge 02

5. Jepalo

6. Gajihan

7. Sampok

L Giling 01

9. Giling 02

10. Giiing 03

ii. Gadu 0i
12. Gadu 02

i. Sentul 01

2. Gesengan 02

1. Brati

2. Purwokeria

3. Beketei 0i
4. Beketel 02

5. Durensawit 01

6. Durensawii S2

1. Godo 02

2. Karangsumber 02

3. Fohgading

2

2

4.

4
I

I
2
4

I

1

2

1

1

1

1

1

4
I

1
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